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I PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan telah membawa perubahan fundamental dalam
berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan tata kelola data. Integrasi algoritma dalam
pengambilan keputusan, seperti pada sistem rekomendasi, pemeringkatan, hingga penilaian risiko,
menimbulkan persoalan baru terkait keadilan algoritmik dan perlindungan data pribadi (Pitoura et al.,
2022; Fahmi Idris, 2025; Pratiwi, 2024). Dalam konteks Indonesia, hadirnya Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan komitmen negara dalam merespons
transformasi digital (Rahman, 2025; Santoso & Putranto, 2025). Namun demikian, kompleksitas
penggunaan kecerdasan buatan yang berbasis data besar (big data) menghadirkan tantangan baru yang

belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi yang ada. Keadilan algoritmik menjadi isu
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krusial karena potensi bias, diskriminasi, serta ketidaktransparanan dalam sistem berbasis algoritma

dapat berdampak langsung terhadap hak-hak individu dan prinsip keadilan hukum (Cheong, 2024;
Hukom et al., 2025).

Fenomena global menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan kecerdasan buatan di sektor
publik dan privat, termasuk dalam sistem peradilan, layanan keuangan, dan platform digital (Wibowo,
2026). Laporan internasional mengindikasikan bahwa algoritma seringkali mereproduksi bias sosial
yang sudah ada, terutama terkait ras, gender, dan status ekonomi (Panarese et al., 2025) dan (Hasbullah,
2025). Di Indonesia, penggunaan teknologi digital dalam layanan publik, seperti e-government dan
fintech, terus berkembang pesat, namun belum diimbangi dengan mekanisme pengawasan algoritma
yang memadai (Yusuf & Ghufron, 2025). Selain itu, kasus kebocoran data pribadi yang berulang
menunjukkan lemahnya perlindungan data dalam praktik (Andriani et al., 2025). Kondisi ini
memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan hukum dalam

menjamin keadilan serta perlindungan hak digital masyarakat.

Kajian literatur menunjukkan bahwa konsep keadilan algoritmik telah berkembang dalam beberapa
pendekatan, seperti fairness, accountability, transparency, dan explainability (FAT/ML) (Singhal et al.,
2024). Penelitian oleh (Valenca et al., 2026) menekankan bahwa diskriminasi dapat terjadi secara
sistemik melalui data dan desain algoritma. Sementara itu, studi (Ghosh et al., 2025) menyoroti
pentingnya etika dalam pengembangan Al sebagai bagian dari tata kelola teknologi. Di sisi lain,
pendekatan hukum terhadap perlindungan data pribadi banyak dipengaruhi oleh model regulasi seperti
General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa yang menekankan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan hak subjek data (Labadie & Legner, 2023) dan (Mesarcik & Hamu\vlak, 2024). Di
Indonesia, penelitian terkait perlindungan data pribadi masih didominasi oleh pendekatan normatif yang
berfokus pada analisis regulasi, sementara kajian yang mengintegrasikan aspek keadilan algoritmik

dengan konteks sosial masih terbatas (Wibisono et al., 2026) dan (Librawenson et al., 2026).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas isu keadilan algoritmik dan perlindungan data secara
terpisah, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang mengintegrasikan kedua konsep tersebut dalam
konteks hukum Indonesia. Sebagian besar studi berfokus pada kerangka hukum formal tanpa mengkaji
implikasi sosial dari penggunaan algoritma dalam praktik. Selain itu, belum banyak penelitian yang
mengkaji bagaimana prinsip keadilan hukum dapat dioperasionalkan dalam sistem berbasis kecerdasan
buatan, khususnya dalam konteks negara berkembang (Samon et al., 2026). Ketiadaan model regulasi
yang adaptif dan kontekstual terhadap dinamika teknologi digital menunjukkan urgensi penelitian ini

sebagai upaya mengisi kekosongan tersebut (Veale & Borgesius, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan regulasi hukum dalam menjamin keadilan
algoritmik dan perlindungan data pribadi di Indonesia, serta merumuskan pendekatan hukum yang lebih

responsif terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengkaji
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keterkaitan antara prinsip keadilan hukum dengan desain dan implementasi algoritma, serta

mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi hak-hak digital masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara perspektif hukum, teknologi, dan
sosial dalam menganalisis keadilan algoritmik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung
parsial, studi ini menggabungkan analisis normatif dengan pendekatan socio-legal untuk memahami
bagaimana hukum berinteraksi dengan praktik teknologi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini
menawarkan kerangka konseptual yang mengaitkan prinsip keadilan hukum dengan mekanisme tata

kelola algoritma, yang masih jarang dibahas dalam konteks Indonesia.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya
dalam bidang hukum dan teknologi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai
keadilan algoritmik dalam perspektif hukum Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap
perkembangan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi bagi industri teknologi
dan masyarakat luas dalam memahami pentingnya perlindungan data dan keadilan dalam penggunaan

algoritma.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian socio-legal yang
mengombinasikan analisis normatif dan empiris. Pendekatan ini dipilih karena isu keadilan algoritmik
dan perlindungan data pribadi berada pada irisan antara hukum, teknologi, dan realitas sosial. Analisis
normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait
perlindungan data pribadi dan regulasi teknologi digital, sedangkan pendekatan empiris digunakan
untuk memahami praktik implementasi algoritma dalam kehidupan nyata serta dampaknya terhadap
masyarakat. Selain itu, desain penelitian ini bersifat eksploratif dan analitis, karena bertujuan untuk
mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan
keputusan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek tekstual hukum, tetapi juga
mempertimbangkan bagaimana hukum diimplementasikan dan direspons oleh para pemangku

kepentingan.
B. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif ini, konsep populasi tidak digunakan dalam arti statistik, melainkan merujuk
pada keseluruhan sumber data yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut meliputi
dokumen hukum, kebijakan publik, literatur akademik, serta individu yang memiliki pengetahuan atau
pengalaman terkait keadilan algoritmik dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini
lebih menekankan pada kedalaman informasi dibandingkan jumlah responden. Teknik pengambilan

sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan berdasarkan kriteria
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tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih meliputi akademisi di bidang
hukum dan teknologi, praktisi di sektor teknologi informasi, serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan
atau pengawasan data digital. Kriteria inklusi mencakup pengalaman minimal dua tahun dalam bidang
terkait serta pemahaman terhadap isu hukum dan teknologi, sedangkan kriteria eksklusi adalah individu

yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

Penelitian ini melibatkan delapan informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas dua akademisi
hukum, dua akademisi teknologi informasi, dua praktisi industri digital/fintech, satu regulator yang
terkait dengan tata kelola sistem elektronik, dan satu pengguna platform digital. Pemilihan jumlah
informan didasarkan pada prinsip kecukupan informasi (information saturation), yaitu ketika data yang
diperoleh telah menunjukkan pola dan tema yang berulang sehingga tidak ditemukan informasi baru
yang signifikan. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, seluruh informan diberikan kode Informan A

sampai Informan H sebagaimana ditampilkan pada bagian hasil penelitian.
C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan
dan wawancara mendalam. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa
peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik
keadilan algoritmik dan perlindungan data pribadi. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami
kerangka konseptual dan regulasi yang menjadi dasar analisis. Wawancara dilaksanakan pada periode
Januari-Maret 2025 melalui pertemuan tatap muka dan media daring menggunakan platform konferensi
video. Setiap wawancara berlangsung antara 30-60 menit dan berfokus pada persepsi informan
mengenai transparansi algoritma, akuntabilitas sistem kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi,
serta tantangan regulasi di Indonesia. Seluruh proses wawancara didokumentasikan dalam bentuk

rekaman audio dan catatan lapangan setelah memperoleh persetujuan dari informan.
D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human
instrument), yang berperan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Selain itu,
digunakan pedoman wawancara (interview guide) yang disusun berdasarkan indikator-indikator
keadilan algoritmik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi, serta prinsip perlindungan
data pribadi. Pedoman ini dirancang untuk menjaga konsistensi dalam proses wawancara sekaligus
memberikan ruang bagi eksplorasi data. Validitas data wawancara dijaga melalui teknik triangulasi
sumber dan member checking. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan
dokumen hukum, literatur akademik, dan laporan kebijakan yang relevan. Sementara itu, member
checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali ringkasan hasil wawancara kepada beberapa
informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pandangan yang
disampaikan. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan keabsahan temuan

penelitian.
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E. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis
tematik. Data yang telah dikumpulkan, baik dari studi kepustakaan maupun wawancara, terlebih dahulu
diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan tema yang relevan, seperti keadilan
algoritmik, bias algoritma, transparansi, serta perlindungan data pribadi. Proses ini dilakukan melalui
tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, peneliti melakukan
interpretasi data dengan mengidentifikasi pola hubungan antara regulasi hukum dan praktik penggunaan
teknologi berbasis algoritma. Analisis juga difokuskan pada kesenjangan antara norma hukum dan
implementasinya di lapangan. Untuk mendukung proses analisis, peneliti menggunakan perangkat lunak
analisis kualitatif seperti NVivo atau ATLAS.ti, yang membantu dalam proses pengkodean dan

pengorganisasian data secara sistematis dan efisien.
F. Pertimbangan Etis

Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, terutama dalam hal keterlibatan informan
dan penggunaan data. Sebelum wawancara dilakukan, setiap informan diberikan penjelasan mengenai
tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta hak mereka sebagai partisipan. Informan diminta untuk
memberikan persetujuan secara sadar (informed consent) sebagai bentuk kesediaan untuk berpartisipasi
dalam penelitian. Selain itu, peneliti menjamin kerahasiaan identitas informan dengan tidak
mencantumkan nama atau informasi pribadi yang dapat mengungkap identitas mereka. Data yang
diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan disimpan secara aman. Dalam penggunaan
data sekunder, peneliti juga memastikan bahwa seluruh sumber dicantumkan secara jelas untuk menjaga

integritas akademik dan menghindari pelanggaran hak cipta.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

A. Gambaran Umum dan Regulasi Perlindungan Data dan Algoritma di Indonesia

Hasil analisis terhadap dokumen hukum menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar regulasi
yang cukup kuat dalam perlindungan data pribadi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini mengatur prinsip-prinsip utama seperti
persetujuan, pembatasan tujuan, dan keamanan data. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara
eksplisit mengatur penggunaan algoritma dalam sistem pengambilan keputusan otomatis, sehingga
aspek keadilan algoritmik belum menjadi perhatian utama dalam kerangka hukum yang ada. Analisis
terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan
bahwa beberapa ketentuan sebenarnya memiliki relevansi terhadap sistem pengambilan keputusan
otomatis. Pasal 5 mengatur hak subjek data untuk memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas,
dasar kepentingan hukum, tujuan pemrosesan, dan akuntabilitas pihak yang memproses data pribadi.

Pasal 16 memberikan hak kepada subjek data untuk mengakses dan memperoleh data pribadi yang
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diproses, sedangkan Pasal 21 mengatur hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, atau
memusnahkan data pribadi dalam kondisi tertentu. Selain itu, Pasal 39 menegaskan kewajiban
pengendali data untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data yang digunakan dalam
pemrosesan. Meskipun ketentuan tersebut dapat menjadi dasar perlindungan terhadap dampak
penggunaan algoritma, UU PDP belum secara eksplisit mengatur hak untuk memperoleh penjelasan atas
keputusan otomatis (right to explanation), kewajiban audit algoritma, maupun asesmen risiko terhadap

sistem kecerdasan buatan berisiko tinggi.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum
mengakomodasi kompleksitas teknologi kecerdasan buatan. Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan
dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan algoritma di berbagai sektor. Temuan ini
dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 1, yang menunjukkan adanya kelemahan pada aspek transparansi
dan akuntabilitas. Sementara itu, Gambar 1 memperlihatkan bahwa tingkat kesiapan regulasi masih

didominasi oleh perlindungan data, sedangkan regulasi terkait kecerdasan buatan masih berada pada

tingkat yang rendah.
Tabel 1. Analisis Regulasi dan Kelemahan
Aspek Regulasi Kondisi Saat Ini Kelemahan
Perlindungan Data Sudah diatur (UU PDP) Belum spesifik Al
Transparansi Terbatas Tidak wajib membuka algoritma
Akuntabilitas Umum Tidak ada audit algoritma

Penilaian tingkat kesiapan regulasi pada Gambar 1 disusun melalui analisis isi (content analysis)
terhadap regulasi nasional yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tata kelola sistem
elektronik, dan kecerdasan buatan. Skala kesiapan dikategorikan berdasarkan keberadaan norma
substantif mengenai perlindungan data, transparansi algoritma, akuntabilitas, dan mekanisme

pengawasan.

Regulasi Al

Transparansi

Aspek

Perlindungan Data

0 2 4 6 8 10
Skala

Gambar 1. Tingkat Kesiapan Regulasi

B. Temuan Empiris tentang Praktik Keadilan Algoritmik
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Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan algoritma di berbagai sektor digital di Indonesia telah
berkembang pesat, terutama dalam layanan keuangan digital, e-commerce, dan platform media sosial.
Namun demikian, implementasi algoritma tersebut belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan,
khususnya dalam hal transparansi dan non-diskriminasi. Algoritma cenderung bekerja sebagai “black
box” yang sulit dipahami oleh pengguna. Selain itu, ditemukan bahwa penggunaan data historis dalam
pengembangan algoritma berpotensi menghasilkan bias yang dapat memperkuat ketimpangan sosial.
Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang memadai, teknologi dapat mereproduksi
ketidakadilan yang sudah ada dalam masyarakat. Temuan ini dirangkum dalam Tabel 2, yang
menunjukkan hubungan antara permasalahan algoritmik dan dampaknya. Selanjutnya, distribusi
permasalahan tersebut divisualisasikan dalam Gambar 2, yang menunjukkan bahwa bias algoritma dan

kurangnya transparansi merupakan isu dominan dalam praktik.

Tabel 2. Temuan Praktik Algoritma
Temuan Dampak
Bias data Diskriminasi
Kurangnya transparansi  Ketidakpercayaan
Otomatisasi keputusan ~ Minim kontrol manusia

Distribusi permasalahan pada Gambar 2 disusun berdasarkan frekuensi kemunculan isu dalam hasil
wawancara dan studi dokumen yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori bias algoritma,
kurangnya transparansi, keterbatasan akuntabilitas, dan minimnya kontrol manusia. Oleh karena itu,
Gambar 2 tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengukuran statistik nasional, melainkan sebagai

visualisasi tematik atas temuan penelitian.

Lainnya

Akuntabilitas Lemah

Jenis Permasalahan

Kurang Transparansi

Bias Algoritma

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Persentase (%)

Gambar 2. Distribusi Permasalahan

C. Hasil Wawancara Informan

Hasil wawancara mendalam dengan informan menunjukkan bahwa terdapat kesadaran yang cukup

tinggi mengenai pentingnya keadilan algoritmik, namun implementasinya masih sangat terbatas.
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Informan dari kalangan akademisi menekankan bahwa regulasi yang ada belum mampu menjawab
kompleksitas teknologi kecerdasan buatan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas algoritma.
Sementara itu, informan dari sektor industri mengakui bahwa penggunaan algoritma sering kali
didasarkan pada efisiensi dan profitabilitas, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak

sosialnya. Di sisi lain, regulator menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan kapasitas teknis.

Hal ini tercermin dalam Tabel 3, yang merangkum perspektif masing-masing informan.

Tabel 3. Matriks Hasil Wawancara Informan

Kode Latar Pernyataan Utama Isu yang Kategori
Informan Belakang Diidentifikasi Tema
Informan A Akademisi  “Regulasi kita belum sampai pada tahap ~ Kekosongan Regulasi &
Hukum mengatur bagaimana algoritma harus regulasi terkait Keadilan
adil.” keadilan algoritmik
Informan B Praktisi “Sistem dibuat untuk efisiensi, bukan Minim transparansi ~ Transparansi
Fintech untuk menjelaskan keputusan ke dalam sistem
pengguna.” algoritma
Informan C ~ Regulator ~ “Kami masih kekurangan kapasitas Keterbatasan SDM  Akuntabilitas
untuk mengaudit teknologi seperti ini.” dan pengawasan
Informan D  Akademisi  “Bias dalam data sering tidak disadari, Bias algoritma Bias &
Teknologi  tapi dampaknya nyata ke keputusan akibat data historis ~ Diskriminasi
sistem.”
Informan E Praktisi IT  “Algoritma itu seperti black box, bahkan ~ Kurangnya Transparansi
developer pun kadang sulit explainability
menjelaskan.”
Informan F Pengamat  “Belum ada standar nasional untuk audit  Ketiadaan standar Regulasi
Kebijakan  algoritma di Indonesia.” audit
Informan G~ Pengguna  “Saya tidak tahu kenapa pengajuan saya  Kurangnya akses Hak Subjek
Platform ditolak, tidak ada penjelasan.” informasi pengguna Data
Digital
Informan H  Praktisi “Data yang digunakan sering tidak Ketidakakuratan Bias Data
Data representatif, sehingga hasilnya tidak data

adil.”

Analisis terhadap wawancara menunjukkan bahwa seluruh kelompok informan pada dasarnya
mengidentifikasi masalah yang sama, yaitu ketidaksiapan kerangka hukum dalam mengendalikan risiko
penggunaan algoritma. Akademisi dan pengamat kebijakan lebih menekankan adanya kekosongan
regulasi, sedangkan praktisi industri menyoroti dominasi orientasi efisiensi dibandingkan perlindungan
hak pengguna. Sementara itu, regulator mengakui keterbatasan kapasitas pengawasan, yang
menunjukkan bahwa persoalan keadilan algoritmik tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum,
tetapi juga kesiapan kelembagaan. Temuan pengguna platform digital yang tidak memperoleh alasan
atas penolakan layanan memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip perlindungan data dan
praktik pengambilan keputusan otomatis. Dengan demikian, masalah utama bukan sekadar keberadaan
algoritma, melainkan absennya mekanisme yang memungkinkan pengguna memahami, meninjau, dan

menggugat keputusan yang dihasilkan sistem otomatis.
D. Analisis Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesenjangan yang jelas antara regulasi hukum dan praktik
penggunaan algoritma. Regulasi yang ada belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi,

sehingga banyak aspek penting seperti audit algoritma dan mekanisme pertanggungjawaban belum
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diatur secara rinci. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hukum masih bersifat reaktif terhadap
perkembangan teknologi. Akibatnya, perlindungan terhadap masyarakat belum optimal, terutama dalam
menghadapi risiko diskriminasi berbasis algoritma. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4, yang
memperlihatkan perbandingan antara norma regulasi dan implementasi di lapangan, di mana sebagian

besar prinsip hukum belum terwujud secara praktis.

Tabel 4. Kesenjangan Regulasi dan Praktik

Aspek Regulasi Praktik
Transparansi  Diatur umum Tidak diterapkan
Akuntabilitas Ada prinsip Tidak ada mekanisme
Keadilan Normatif Belum implementatif

E. Model Integrasi Keadilan Algoritmik dalam Kerangka Hukum

Berdasarkan temuan penelitian, dikembangkan model integrasi keadilan algoritmik yang mencakup
transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Implementasi model ini memerlukan instrumen
regulasi yang lebih konkret. Pilar transparansi dapat diwujudkan melalui kewajiban pemberian
penjelasan (explainability obligation) kepada subjek data mengenai dasar logika yang digunakan dalam
pengambilan keputusan otomatis. Pilar akuntabilitas dapat diterapkan melalui audit algoritma secara
berkala oleh lembaga independen serta kewajiban asesmen dampak dan risiko (algorithmic impact
assessment) sebelum sistem digunakan secara luas. Adapun pilar non-diskriminasi dapat diwujudkan
melalui pengujian bias (bias testing), evaluasi representativitas data, dan mekanisme koreksi terhadap
hasil keputusan yang berpotensi merugikan kelompok tertentu. Selain itu, perlu tersedia mekanisme
keberatan dan peninjauan ulang oleh manusia (human review mechanism) bagi subjek data yang
terdampak keputusan otomatis. Dengan demikian, model keadilan algoritmik tidak hanya bersifat
normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara operasional dalam sistem hukum Indonesia.
Komponen utama model ini dijelaskan dalam Tabel 5, yang menunjukkan keterkaitan antara pilar

keadilan algoritmik dan bentuk implementasinya.

Tabel 5. Model Keadilan Algoritmik

Pilar Implementasi
Transparansi Kewajiban membuka logika sistem
Akuntabilitas Audit algoritma

Non-diskriminasi Pengujian bias

F.  Implikasi terhadap Pengembangan Hukum dan Kebijakan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi
digital. Integrasi keadilan algoritmik dalam sistem hukum menjadi langkah penting untuk menjamin
perlindungan hak digital masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat
kebijakan untuk mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan meningkatkan kapasitas
institusi hukum. Prioritas kebijakan tersebut divisualisasikan dalam Gambar 3. Prioritas kebijakan pada
Gambar 3 disusun berdasarkan sintesis hasil wawancara informan, analisis regulasi, dan identifikasi

frekuensi isu yang muncul selama penelitian. Oleh karena itu, visualisasi tersebut menggambarkan
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prioritas kebijakan dalam konteks temuan penelitian ini dan bukan merupakan hasil survei kuantitatif

nasional.
Literasi Digital
=
@ Pengawasan
o
(5]
Regulasi Al
T T T T T T
0 2 4 6 8 10
Skala Prioritas
Gambar 3. Prioritas Kebijakan
Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi
perlindungan data pribadi, aspek keadilan algoritmik masih belum terakomodasi secara memadai dalam
praktik maupun norma hukum. Temuan ini terlihat dari dominasi pengaturan pada aspek pengelolaan
data, sementara mekanisme pengambilan keputusan berbasis algoritma belum diatur secara spesifik
(Shah & Sureja, 2025). Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa sistem berbasis data besar berpotensi
menghasilkan bias dan diskriminasi akibat penggunaan data historis yang tidak netral (Siddique et al.,
2024). Dalam penelitian ini, hal tersebut tercermin pada praktik algoritma di sektor digital yang masih
berpotensi memperkuat ketimpangan sosial, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan empiris dan

distribusi permasalahan yang didominasi oleh bias dan kurangnya transparansi.

Selain itu, rendahnya transparansi dalam sistem algoritma menjadi isu krusial yang menghambat
akuntabilitas dan perlindungan hak pengguna (Krook et al., 2025). Algoritma yang beroperasi sebagai
black box menyebabkan pengguna tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai proses
pengambilan keputusan otomatis, sebagaimana juga terlihat dari hasil wawancara informan. Temuan ini
konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa keterbatasan transparansi merupakan tantangan
utama dalam tata kelola kecerdasan buatan (Hariansah & Qhistina, 2026). Lebih lanjut, kesenjangan
antara regulasi dan praktik menunjukkan bahwa implementasi keadilan algoritmik tidak hanya
dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh kompleksitas sistem sosio-teknis serta keterbatasan

kapasitas regulator dalam memahami dan mengawasi teknologi (Tobing et al., 2025).

Dari perspektif normatif dan kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi dalam kerangka hukum sebagai dasar keadilan
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algoritmik. Hal ini sejalan dengan pendekatan etika kecerdasan buatan yang menekankan perlunya tata
kelola yang bertanggung jawab (Kirana et al., 2025) dan (Pradana et al., 2025). Tanpa regulasi yang
adaptif dan mekanisme pengawasan yang jelas, algoritma berpotensi menjadi instrumen yang
memperkuat ketidakadilan sosial (Hasanuddin et al., 2026). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan
perlunya pergeseran paradigma regulasi di Indonesia dari sekadar perlindungan data menuju pengaturan
sistem pengambilan keputusan berbasis algoritma yang lebih komprehensif, guna memastikan bahwa

perkembangan teknologi tetap sejalan dengan prinsip keadilan hukum.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan di Indonesia belum diimbangi
dengan kesiapan regulasi hukum yang memadai, khususnya dalam menjamin keadilan algoritmik dan
perlindungan data pribadi. Meskipun telah terdapat kerangka hukum melalui Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi, regulasi tersebut masih berfokus pada pengelolaan data dan belum mengatur
secara spesifik mekanisme pengambilan keputusan berbasis algoritma. Temuan empiris
mengidentifikasi permasalahan utama berupa bias algoritma, rendahnya transparansi, serta lemahnya
akuntabilitas, yang menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di
lapangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi keadilan algoritmik dalam kerangka hukum
melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi sebagai kontribusi konseptual dan
praktis dalam pengembangan regulasi yang adaptif. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada
pengembangan model integrasi keadilan algoritmik yang menghubungkan prinsip perlindungan data
pribadi dengan kebutuhan pengaturan sistem kecerdasan buatan di Indonesia. Model tersebut
menawarkan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian penggunaan algoritma
dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak digital, dan tata kelola teknologi yang bertanggung

jawab.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah dan regulator perlu mempertimbangkan penyusunan
regulasi khusus mengenai kecerdasan buatan yang memuat kewajiban transparansi algoritma, audit
algoritma secara berkala, asesmen risiko (algorithmic impact assessment), serta mekanisme keberatan
dan peninjauan ulang oleh manusia terhadap keputusan otomatis. Selain itu, penyelenggara sistem
elektronik perlu menerapkan standar akuntabilitas yang lebih kuat melalui dokumentasi logika sistem,
pengujian bias secara berkala, dan penyediaan informasi yang memadai kepada pengguna mengenai
dasar pengambilan keputusan otomatis. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa
pemanfaatan kecerdasan buatan tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, keadilan,
dan kepastian hukum di era digital. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan
data empiris yang masih terbatas dan belum mencakup analisis kuantitatif yang luas. Oleh karena itu,
penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed-method serta mengkaji lebih lanjut
mekanisme audit algoritma dan regulasi berbasis risiko, guna memperkuat pengembangan sistem hukum

yang adil dan responsif di era digital.
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